
1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Maju Dan Mampu Mandiri Dengan Budaya Si Tou Timou
2. Mewujudkan Minahasa Yang Mampu Berkompetisi Dan Tetap Mempertahankan Budaya Mapalus;
3. Meningkatkan Penerapan Prinsip-Prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi Dan Kepastian Hukum
4. Meningkatkan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Agar Berkelanjutan
5. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Nyaman, Dan Makmur

Tujuan Perangkat Daerah :         1. 

Indikator Tujuan : 

Indikator Sasaran : Indikator Sasaran : 

Sasaran Program : Sasaran Program : Sasaran Program : Sasaran Program : Sasaran Program : Sasaran Program : Sasaran Program :

Indikator  : Indikator  : Indikator  : Indikator  : Indikator  : Indikator  : Indikator  : 
Nilai SAKIP

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

SASARAN

VISI

MISI

TUJUAN
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pembangunan Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

ES
EL

O
N

  I
I
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EL

O
N

  I
II

Persentase ARG (Anggaran Responsif 
Gender) pada belanja APBD 

Meningkatkan Capaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks 
Pemberdayaan Gender
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks 
Pemberdayaan Gender

Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan serta meningkatkan kualitas perlindungan 
hak perempuan dan hak anak dalam pembangunan

Sasaran Strategis : Sasaran Strategis :

1. Meningkatkan Capaian Indeks Pembangunan Gender dan indeks 
Pemberdayaan Gender

2.Meningkatkan Kualitas Penanganan Kasus Terhadap anak dan perempuan 
termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Meningkatkan Kualitas Kinerja DPPPA yang 
bersih, Akuntabel dan Profesional

Indeks Reformasi 
Birokrasi (IRB) DPPPA

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pemberdayaan Gender 
(IDG)

Meningkatkan Perlindungan Anak dari 
Tindak Kekerasan TPPO

Jumlah Program PUG pada perangkat 
daerah yang sudah dievaluasi melalui 
analisis gender di tingkat kabupaten/ko

Presentase Anak Korban Kekerasan yang 
di Tangani Instansi Terkait Tingkat 
Kabupaten Kota

Rasio kekerasan terhadap perempuan 
termasuk TPPO

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota

Meningkatkan Kualitas Kinerja DPPPA yang 
Bersih, Akuntabel, Efektif dan Pro Aktif

Program Pengarusutamaan Gender dan 
Pemberdayaan Gender

Meningkatnya Pelembagaan 
Pengarusutamaan Gender pada Lembaga 
Pemerintah

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan 
Gender Meningkatnya Lembaga Masyarakat yang 

Terlibat Dalam Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Perlindungan PerempuanProgram Pengelolaan Sistem Data Gender dan 
Anak Program Pemenuhan Hak Anak

Meningkatkan Implementasi 
Konsep Kabupaten Layak Anak 
dan Perlindungan Pada Anak

Jumlah Lembaga layanan 
anak yang telah memiliki 
standar pelayanan minimal

Meningkatkan Perlindungan Perempuan dari 
Tindak Kekerasan dan TPPO

Program Perlindungan Khusus Anak



Sasaran Kegiatan : Sasaran Kegiatan : Sasaran Program : Sasaran Program : Sasaran Program : Sasaran Program : Sasaran Program :

Indikator  : Indikator  : Indikator  : Indikator  : Indikator  : 
Indikator  : Indikator  : 

Sasaran Kegiatan : Sasaran Kegiatan : Sasaran Program :

Indikator  : 
Indikator  : Indikator  : 

Sasaran Kegiatan :

Indikator  : 

Sasaran Kegiatan :

Indikator  : 

Persentase Barang Milik Daerah  yang 
Teradiministrasi

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah

Persentase Administrasi Kepegawaian yang 
Terfasilitasi

Tata Kelola Kepegawaian yang Teradministrasi 
dengan Baik
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  I
V

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah

Ditetapkannya Dokumen Perencanaan, 
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja DPPPA

Pengelolaan Keuangan DPPPA yang 
Teradiministrasi dengan Baik

Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah  
yang Teradiministrasi

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah yang Teradiministrasi dengan 
Baik

Jumlah Dokumen Perencaaan yang 
ditetapkan
Jumlah Dokumen Penganggaran yang 
ditetapkan
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang 
ditetapkan

Pemberdayaan Perempuan bidang politik, 
hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi 

kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam 
mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)

Dan Hak Anak Tingkat Daerah  
kabupaten/Kota

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan 
Penyajian Data Gender dan Anak Dalam 

Kelembagaan Data di Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota

Presentase Cakupan lembaga masyarakat 
yang terlibat dalam  pemberdayaan 
perempuan layanan perlindungan 
Perempuan

Prensentase hak anak dan perempuan 
yang terpenuhi dalam keluarga

Meningkatnya kualitas keluarga dan 
kualtas perempuan dalam pemenuhan 
hak anak

Penguatan dan Pengembangan Lembaga 
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 

Keluargas dalam Mewujudkan KD dan Hak 
Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya Jumlah lembaga penyedia 
layanan kualitas keluarga dalam 
mewujudkan kesetaraan gender di 

Presentase lembaga yang kebijakan 
melaksanakan PUG pemberdayaan 
perempuan

Meningkatnya Pemberdayaan perempuan 
bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi 
pada prganisasi kemasyarakatan kewenangan 
kabupaten/kota

Presentase Perempuan di bidang politik, 
hukum, sosial dan ekonomi pada 
organisasi kemasyarakatan

Presentase Anak Korban Kekerasan yang 
Memperoleh Layanan

Meningkatkatnya lembaga 
pemerintah , non pemerintah 
yang mampu memenuhi hak 
anak

Meningkatnya Kapasitas 
Kelembagaan Melalui 
Terfasilitasi Upaya 

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 
layanan pemberdayaan perempuan kewenangan 

kabupaten/kota

Meningkatnya Jumlah lembaga penyedia 
layanan kualitas keluarga dalam 
mewujudkan kesetaraan gender di kabupaten 
minahasa

Meningkatnya lembaga pemerintah yang 
memiliki kegiatan dan penganggaran

Presentase Keluarga Yang Terlayani di 
Puspaga

Presentase korban kekerasan yang 
memperoleh layanan Perempuan

Pelembagaan PHA pada lembaga 
pemerintah, non pemerintah dan 

dinas usaha kewenangan 
kabupaten/kota

Meningkatnya perlindungan terhadap 
perempuan dari tindak kekerasan

Meningkatnya perlindungan terhadap anak 
dari tindak kekerasan

Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan 
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang 
Melibatkan para Pihak Lingkup  

Kabupaten/Kota



Sasaran Kegiatan :

Indikator  : 

Sasaran Kegiatan :

Indikator  : 

Sasaran Kegiatan :

Indikator  : 

Sasaran Kegiatan :

Indikator  : 

Kegiatan Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah  
Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah yang sesuai RKPBMD

Persentase Barang Milik Daerah yang 
Terpelihara sesuai RKPBMD

Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tata Kelola Administrasi Umum yang 
Teradministrasi dengan Baik

Persentase Administrasi Umum yang 
Terfasilitasi

Kegiatan Pengadaan   Barang   Milik   Daerah   
Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Tersediannya Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah yang sesuai RKBMD

Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah 
sesuai RKBMD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah



1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Maju Dan Mampu Mandiri Dengan Budaya Si Tou Timou
2. Mewujudkan Minahasa Yang Mampu Berkompetisi Dan Tetap Mempertahankan Budaya Mapalus;
3. Meningkatkan Penerapan Prinsip-Prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi Dan Kepastian Hukum
4. Meningkatkan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Agar Berkelanjutan
5. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Nyaman, Dan Makmur

Tujuan Perangkat Daerah :         1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berorientasi Hasil 
Indikator Tujuan :  Indeks Perencanaan

2. Meningkatkan Kualitas  Penelitian dan Pengembangan 
Indikator Tujuan : Indeks Inovasi Daerah

Indikator Sasaran : 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

VISI

MISI

TUJUAN
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih

SASARAN
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pembangunan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah
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Sasaran Strategis :
Meningkatkan Kualitas Kinerja DPPPA yang bersih, Akuntabel dan 

Profesional

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) DPPPA



Sasaran Program :

Indikator  : 
Nilai SAKIP

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran Kegiatan :

Indikator  : 
Jumlah Dokumen Perencaaan yang ditetapkan
Jumlah Dokumen Penganggaran yang ditetapkan
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang ditetapkan

Sasaran Kegiatan :

Indikator  : 

Sasaran Kegiatan :

ES
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N

  I
II Meningkatkan Kinerja Bappelitbangda yang Bersih, Akuntabel, Efektif 

dan Efisien

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah

Ditetapkannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 
Kinerja DPPPA

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pengelolaan Keuangan DPPPA yang Teradiministrasi dengan Baik

Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah  yang Teradiministrasi

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang 
Teradiministrasi dengan Baik



Indikator  : 

Sasaran Kegiatan :
Tata Kelola Kepegawaian yang Teradministrasi dengan Baik

Indikator  : 

Sasaran Kegiatan :
Tata Kelola Administrasi Umum yang Teradministrasi dengan Baik

Indikator  : 

Sasaran Kegiatan :

Indikator  : 

Sasaran Kegiatan :
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD
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  I
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Teradiministrasi dengan Baik

Persentase Barang Milik Daerah  yang Teradiministrasi

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terfasilitasi

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi

Kegiatan Pengadaan   Barang   Milik   Daerah   Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

Tersediannya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai 
RKBMD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Indikator  : 

Sasaran Kegiatan :

Indikator  : 

Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah

Kegiatan Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah  Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai 
RKPBMD

Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai 
RKPBMD
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